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Abstract: This study aims to analyze the approval of woment in marriage. In the
context of Figih, the parents in this case, the father has the right to masch daughter
even she likes it or not. It is mean father has the right to marry their daughter even

though the girl is not approval. This right is callad the right of ijbar. in the context
of Indonesia under law NO.1 of 1974 concerning marriage ijbar does not know

their rights. Father should not marry bis daughter except upon approval. This line

added to this article in G paragraph 1 of th decree No.1 of 1974. From a conduced
of this study found that the father’s right to marry his daughter without her consens
in the concept of Fikily must meet the following requirements : a harmonious

relationship that exists between father and daughter, the couple were chosen for
parents commensurate with this daughter, healthy phisycal and economic well
established. While the provisions of article 6 paragrafh 1 og the decree No.1 of
1974 about marriage requires the consent of both parties, male and female. The

purpose is to fade the gap between then after getting married. In addition. Women

todaywas tied by many social factors, so they more courageous and fair to extend
their approval for marriage ability or marry.
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Perserujuan Perempuan dalam Perkawinan ...

PENDAHULUAN

Kebanyakan masyarakat menyakini bahwa perempuan menurut figh ti-
dak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Dalam hal ini yang
menentukan adalah ayah, atau jika ayah tidak ada maka kakek yang mengambil
alih tanggung jawab itu. Ada sebuah kesan dan anggapan yang berkembang
dalam masyarakat bahwa perempuan menduduki posisi subordinat atau me-
nempati kelas dua setelah laki-laki dalam tatanan sebuah masyarakat, sehingga
perempuan tidak perlu dimintai pendapatnya atau persetujuan terutama bila
menyangkut perkawinan. Perempuan dikondisikan untuk menerima saja
pilihan dan keputusan orang tuanya menyangkut pasangannya.

Hal ini menggambarkan bahwa dulu, para orang tua pada umumnya
atas nama tanggung jawab, mengintervensi calon jodoh anak-anaknya bahkan
sangat selektif memilihkan pasangan untuk mereka dengan alasan demi masa
depan anak-anak mereka, Dalam masyarakat tradisional ini adalah fenomena.
Memilih jodoh adalah hak orang tua dan kemudian mengawinkannya. Ini
artinya bahwa orang tua yang berwenang menentukan pasangan bagi putri-
putrinya, bahkan ranpa terlebih dahulu membicarakanya dengan anak-anak
perempuannya tersebut. Tindakan orang tua yang demikian (dalam hal ini ayah
atau kakek) di dalam fikih dikenal dengan nama hak ijbar.! Ini mengkondisi-
kan perempuan tidak memiliki hak suara untuk menolak pasangannya sendiri
karena pemilihan jodoh sepenuhnya menjadi ranggung jawab orang tuanya.

Hak ijbar dalam konsep fikih ini seolah bertentangan dengan pasal 6
ayat 1 UU NO.1 Tahun 1974 yang mensyaratkan persetujuan kedua belah
pihak laki-laki dan perempuan. Perempuan wajib menyatakan persetujuan-
nya untuk dinikahkan. Apabila perempuan tidak menyetujui perkawinannya,
maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan melalui sidang pengadilan agama.

PEMBAHASAN
1. Persetujuan Perempuan dan Walayah Ijbar dalam Perkawinan

Menyangkut perkawinan, perempuan membutuhkan wali dalam
perkawinannya. Perwalian pada hakikatnya adalah hak yang diberikan Islam
kepada sebagian orang atas orang lain dengan tujuan tertentu demi merealisasi-
kan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Orang yang memiliki hak
perwalian ini wajib ditaati oleh orang yang diwalikan kepadanya baik suka
maupun tidak. Hak perwalian inilah yang diistilahkan dengan walayah ijbar.
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Dengan kewenangan ijbar ini maka persetujuan perempuan tidak dibutuhkan
dalam perkawinan. Sebelum menjelaskan secara detail tentang persetujuan
perempuan dalam perkawinan, agaknya penulis perlu menjelaskan terlebih
dahulu tentang walayah ijbar.

Walayah ijbar adalah kata majemuk yang terdiri dari 2 kata yakni walayah
dan ijbar. Term walayah berakar dari kata &Y 9= ‘_}; - ‘_) 5. Secara literal berarti
i (kecintaan), & il (kedekatan hubungan), 3 _).\35\ 3 alals (kewenangan dan
kekuasaan), juga berarti perlindungan dan pertolongan. Itulah sebabnya orang
yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan disebut wali. Dalam wacana
fikih terutama hukum perkawinan Islam, ayah dan kakek adalah wali, mereka
dipandang sebagai orang yang berkuasa terhadap anak dan cucu perempuan-
nya untuk urusan pernikahan. Agaknya dari pengertian itu dapar diselaraskan
bahwa kedekatan hubungan dan cinta antara ayah / kakek dengan anak / cucu
perempuannya, yang menjadikan keduanya memiliki kekuasaaan yang besar
terhadap kelangsungan masa depan kehidupan putri-putrinya tersebut.

Dalam istilah syarak, walayah diartikan dengan :

s sl Jo by g S pal 3,5 Jo 3,080
Artinya: kewenangan untuk melangsungkan tasaruf (transaksi) tanpa serkais
dengan keizinan dari seseorang.
Sedangkan term ijbar berasal dari kata ;L\, % , ye! yang berarti me-
wajibkan, memaksa agar mengerjakan. Adapun ijbar diartikan dengan :

? s e Il o

Artinya : melangsungkan ucapan atas nama orang lain.

Berdasarkan defenisi di atas dipahami bahwa hak ijbar adalah suatu
tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Walayah ijbar
ditetapkan berdasarkan atas 4 hal yaitu : al-garabah,! (kedekatan hubungan
kekerabatan), af-milk (kepemilikan),’ al-walz’® dan al-imamah.” Empar fak-
tor di atas manggambarkan bahwa kedekatan hubunganlah yang menjadi
sebab utama adanya hak bagi seseorang untuk melakukan perbuatan untuk
kepentingan orang lain.

Dalam kaitannya dengan perkawinan, orang yang memiliki kekuasaan
atau hak ijbar itu adalah ayah atau kakek kalau tidak ada ayah. Sebagai pelaku
keduanya disebut wali mujbir. Jadi apabila ayah atau kakek dikatakan sebagai
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wali mujbir, maka mereka adalah orang yang memiliki kekuasaan atau hak un-
tuk mengawinkan anak perempuannya atau cucu perempuannya, meskipun
tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang
sah secara hukum. Hak ijbar tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perlindung-
an atau tanggung jawab ayah atau kakek terhadap anak perempuannya dan
cucu perempuannya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum / tidak
memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.? Dalil yang sering dipakai
untuk kasus ini adalah hadits berikut :?

it 1 ol 06 oy ade B oo o) o e ) (52, ol o o
fL-‘““JJ-lv'-){-“lf’UfuJQ\J»\v‘Jw

Artinya : Dari Ibn Abbas r.a. bahwa Nabi saw bersabda: “janda lebih berhak
terhadap dirinya dibanding walinya, sementara seorang gadis dimintakan
suruhnya, dan bentuk keiizinanya adalah diam”. H.R. Muslim
Secara umum dipahami bahwa dalam kewenangan ijbar yang dimiliki
ayah, persetujuan anak perempuannya dalam perkawinannya hanyalah anjuran.
Akan tetapi oleh fukaha’ hadits riwayat Imam Muslim yang diterima dari Ibn
Abbas r.a. di atas dimaknai secara berbeda. Menurut Syafi'iyah kewenangan
pemilihan jodoh atau pasangan bagi anak-anak perempuan tanpa persetujuan
mereka hanya berlaku bagi anak perempuan yang masih perawan, Dalam istilah
fikih biasa disebut bikr.° Artinya, kegadisan merupakan syarat, schingga bapak/
kakek berhak untuk mengawinkan anak-anak perempuannya/cucu perempuan-
nya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari mereka. Hal ini memberi
makna bahwa dalam status “gadislah ”bapak atau kakek mempunyai hak ijbar
tersebut. Sehingga persetujuan si perempuan tidak dipetlukan, Lebih lanjut
menurut Syafi’iyah hak ijbar tersebut berlaku apabila'! :

1. Tidak ada permusuhan antara ayah dengan anak perempuannya,

2. Anak perempuan masih gadis,

3. Sang calon mampu membayar mabar mitsil.

Dengan demikian dipahami bahwa terjalinnya hubungan yang harmonis

antara ayah dan anak perempuannya, dapat menguatkan kepercayaan sang
“anak terhadap ayahnya apalagi menyangkut perkawinan. Perkawinan adalah

perkara besar maka ayah lebih dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan

perkawinan. Di samping hubungan yang harmonis antara keduanya, perem-

puan tersebut berstatus gadis. Secara umum perempuan yang masih gadis, malu
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mengungkan secara terbuka keinginnya untuk menikah. Syarat lainnya adalah
kemampuan suami membayar mahar mitsil. Hal ini menjadi tolak ukur suami
mampu secara ekonomi menafkahi isterinya. Persyaratan ini ditentukan agar
perempuan yang dinikahkan tersebut tidak terzalimi dengan perkawinannya.

Sementara Hanafiyah berpendapat'?, kewenangan mengawinkan anak
perempuan tanpa sepengetahuan mereka berlaku pada perempuan yang masih
kecil. Adanya hak ijbar menurut Hanafiyah melekat pada status perempuan
yang masih kecil, tidak dibedakan apakah perempuan tersebut sudah pernah
menikah atau belum. Status gadis (al-bikr) tidaklah menjadi perhatian. Dengan
demikian jika perempuan tersebut usianya masih kecil (belum mencapai usia
baligh), persetujuannya tidak dibutuhkan. Malikiyah, dalam hal ini lebih
cenderung menggabungkannya. Menurutnya, walayah ijbar ditetapkan atas
perempuan yang masih perawan dan kecil.

Kontroversi para fukaha tersebut mempunyai dampak yang berbeda.
Ulama yang menjadikan gadis sebagai alasan adanya hak ijbar bagi ayah atau
kakek, berimplikasi setiap anak perempuan yang masih gadis baik yang masih
kecil atau sudah dewasa, maka bapak mempunyai hak untuk mengawinkan-
nya tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Persetujuan perempuan diperlukan
jika ia berstatus janda.

Akan tetapi ulama yang berpendapat bahwa kecil yang menjadi standar
(alasan) adanya hak ijbar, maka konsekuensinya adalah bahwa ayah/kakek
mempunyai hak mengawinkan anak perempuannya atau cucu perempuan-
nya tanpa izinnya terlebih dahulu dengan syarat sang perempuan masih kecil,
tidak dibedakan apakah sudah pernah menikah atau belum (janda). Dengan
demikian persetujuan perempuan mutlak diperlukan jika sang perempuan
sudah baligh.

Dalam kitab-kitab figh, ijbar memang digambarkan sebagai suatu hak
yang dimiliki ayah atau kakek untuk mengawinkan putri-putrinya tanpa me-
‘minta persetujuan mereka terlebih dahulu. Penetapan adanya hak ijbar ini
didasari kepada dugaan bahwa ayah atau kakek selalu berusaha untuk yang
terbaik bagi anak perempuan dan cucunya. Bertitik tolak kepada hadits Ibn
Abbas r.a. sebelumnya, para fukaha’ memahaminya secara berbeda. '* Perbedaan
itu terlihat pada alasan yang dijadikan illat untuk penetapan adanya hak ijbar
bagi ayah atau kakek.
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Ulama mazhab Maliki dan Hanbali melihat, bahwa illat adanya hak
ijbar adalah kecil dan perawan. Karena itu, ayah mempunyai wewenang me-
ngawinkan putrinya yang masih kecil dan perawan meskipun tanpa izinnya.
Sedangkan bagi perempuan yang sudah baligh tidak boleh dipaksa menikah.
Sehingga perempuan janda yang masih kecil maka wali dapat mengawinkan-

nya tanpa izinnya. Malikiyah dan Hanabalah juga mendasari pendapatnya
kepada qiyas. Menurut mereka sifat kecil pernah dijadikan illat oleh syari’
dalam persoalan harta. Artinya, wali dapat mengelola harta seseorang yang
masih kecil sampai si anak dewasa. Kalau dalam persoalan harta saja, sifat ke-
cil menjadi illat adalah hak perwalian, maka dalam persoalan nikah pun lebih
utama menjadikan kecil sebagai illat adalah hak ijbar.

Sementara ulama Syaft'iyah berpendapat yang menjadi illat adanya hak
ijbar adalah perawan. Artinya walayah ijbar ada pada ayah atau kakek disebab-
kan perawan. Oleh karena itu perempuan yang masih perawan baik masih kecil
atau sudah dewasa, dapat dipaksa oleh walinya untuk menikah meskipun tanpa
izinnya. Namun perempuan yang berstatus janda meskipun masih kecil, wali
tidak boleh mengawinkannya kecuali atas izinnya.

Konsep walayah ijbar ini juga dijelaskan oleh Ibn Taimiyah. Menurutnya
perempuan dewasa tidak boleh dikawinkan kecuali atas persetujuannya. Akan
tetapi terhadap perempuan kecil baik masih perawan atau sudah berstatus
janda, maka bapak atau kakek tidak perlu meminta keizinan putrinya itu un-
tuk menikahkannya dengan lelaki lain. Pendapatnya ini berdasarkan ijmak."

el LY, et Y, \;,}by\ou,ﬁ\w\mcm\&gg
o U S S, i gl 0l Yy oW Y L i m a7 50 Y
cpebed) Plarb Lol g W g a5 WA

Artinya : Tidak boleh dipaksa untuk menikah kecuali perempuan kecil
yang bikr, maka bapak boleh mengawinkannya dan tidak perlu
keizinan dari anak perempuannya itu. Adapun perempuan dewasa
yang berstatus janda (al-sayyib), maka bapak atau selain bapak
tidak boleh mengawinkannya kecuali dengan persetujuannya
terlebih dahulu berdasarkan ijmak kaum muslimin. Begitu juga
sebaliknya terhadap perempuan dewasa yang masih bikr, bapak
dan selain bapak tidak boleh mengawinkannya tanpa keizinannya
terlebih dahulu berdasarkan ijmak kaum muslimin.
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Selanjutnya Ibn Taimiyah menjelaskan, pemberlakuan sifat kecil sebagai
illat adanya walayah ijbar wali juga berdasarkan giyas, yakni kewenangan
bapak digiyaskan kepada berzasaruf terhadap harta anaknya yang masih kecil.
Sehingga bila anaknya sudah mencapai usia dewasa, bapak tidak berhak berasa-
ruf terhadap harta anaknya itu. Kalau dalam persolan harta saja, sifat (baligh)
dewasa menyebabkan bapak tidak berhak bertasaruf. Tentu pemberlakuan sifat
baligh untuk melenyapkan hak ijbar wali dalam perkawinan lebih diutamakan.'

Dengan demikian hak ijbar wali itu hanya berlaku bagi anak yang masih
kecil. Pendapat Ibn Taimiyah ini sejalan dengan pendapat Maliki dan Hanbali.
Perbedaan antara keduanya terlihat dalam memahami dan menafsirkan had-
its Ibn Abbas r.a. sebelumnya. Maliki dan Hanbali menjadikan kedua hadis
tersebut sebagai dalil adanya hak ijbar wali kepada perempuan yang masih ke-
cil. Sementara menurut Ibn Taimiyah, kedua hadits tersebut, tidak dipahami
sebagai dalil untuk menetapkan walayah ijbar bagi ayah atau kakek. Akan
tetapi hadits itu menurutnya, dimaksudkan untuk membedakan bentuk
keizinan antara perempuan gadis dan janda.' Karena, secara umum dalam
persoalan perkawinan, sifar malu lebih dominan bagi perempuan bikr (pe-
rawan), karena itu dijadikanlah sebagai simbol persetujuannya dengan diam.
Sementara perempuan yang sudah berstatus janda (sayyib), sifat malu tidak
begitu mendominasi dirinya. Karena itu persetujuannya ditandai melalui penu-
turan (ketegasannya) untuk menikah kembali.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa bagi Ibn Taimiyah walayah
ijbar tidak terletak pada kegadisan atau kejandaan perempuan. Meskipun teks
hadits menyebutkan bikr dan sayyib’” Walayah ijbar itu ada dan terletak pada
sifat shagir (masih kecil). Ini berarti bahwa, kedewasaan seorang wanitalah (baik
gadis atau janda) yang melepaskan hak ijbar wali. Oleh karena itu, scorang
janda yang belum dewasa, berpeluang dikawinkan walinya dengan laki - laki lain
tanpa sepengetahuannya terlebih dahulu. Karena walayah ijbar itu ada karena
perempuan itu masih kecil. Secara tegas ini berarti bahwa kedewasaan meng-
hilangkan hak ijbar wali karena itu wali tidak boleh mengawinkan putrinya
yang sudah dewasa kecuali dengan persetujuannya, dan tidak berlaku sebalikya,
yaitu wali boleh mengawinkan putrinya yang masih kecil tanpa izinnya. Karena
keadaan masih kecil menjadikan ia belum dapat mempertimbangkan dan
kemaslahatan untuk dirinya. Jika putrinya itu sudah dewasa, kedewasaannya
menyebabkan ia mampu mempertimbangkan dan menentukan yang terbaik
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untuk dirinya. Mengawinkan perempuan dewasa tanpa persetujuannya dapat
menimbulkan ketidak bahagiaan dalam rumah tangganya,'® karena perkawin-
an yang dipaksakan terkadang tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak dapat
diwujudkan. Lebih lanjut Ibn Taimiyah menjelaskan, baligh dipahami seb-
agai kedewasaan berfikir yang dalam istilah arabnya disebut rusydah. Dalam
fikih, balighnya perempuan ditandai dengan haid. Usia perempuan ketika
mendapatkan haid pertamanya sangat bervariasi. Sekitar usia 9 - 15 tahun.
Untuk batasan usia seperti itu, seorang anak masih dianggap belum memiliki
kemampuan yang baik untuk memilih yang terbaik bagi masa depannya. Oleh
karena itu perlu intervensi orang ta untuk pemilihan pasangannya. Dalam
usia tersebut, anak dipandang belum cakap untuk bertindak hukum.

Walau Ibn Taimiyah tidak menjelaskan batas umur bagi perempuan yang
menyebabkan hilangnya hak ifbar orang tua (wali), Namun diyakini bahwa
yang dimaksudkan adalah kedewasaan berfikir. Orang yang dewasa tentu ia
sudah baligh, dan yang sudah baligh belum tentu dewasa dalam berfikir, yang
dikenal dengan istilah rusydab.

Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Ibn Taimiyah. Karena teks
hadist tidak menyebut secara tegas kegadisan dan sifat kecil sebagai illat adanya
hak ijbar. Hadits hanya menjelaskan tentang bentuk perbedaan persetujuan
menikah dari gadis atau janda. Perbedaan dua bentuk persetujuan itu didasar-
kan kepada kebiasaan karena seorang gadis malu berterus terang, sementara

janda lebih terbuka.

Lebih spesifik Ahmad Azhar Basyir seorang tokoh ilmuan asal Indonesia
menjelaskan bahwa ayah memiliki hak mengawinkan anak perempuannya
tanpa persetujuannnya, harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :'?
Laki-laki pilihan wali harus sekufu dengan gadis yang dikawinkan.
Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan perempuan tersebut.
Tidak ada permusuhan antara laki-laki calon suami dengan perempuan.
Calon suami sangggup membayar mahar secara tunai.

Laki-laki pilihan wali tersebut dapat memenuhi kewajibannya terhadap
isterinya dengan baik dan tidak dikhawatirkan akan berbuat yang meng-
akibatkan kesengsaraan isteri.

PNl ol A

Menurut penulis, adanya kesepadan antara perempuan dengan pasangan-
nya sangat mempengaruhi keberlangsungan perkawinan. Semakin sepadan
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pasangan suami isteri, semakin sempit ruang petpisahan. Keberlangsungan
perkawinan juga didukung dengan terjalinnya hubungan yang baik antara
ayah dan anak perempuannya. Dalam hubungan yang baik antara keduanya
terjalin kepercayaan yang kuat bagi perempuan bahwa ayah pasti memilihkan
jodoh yang terbaik untuk dirinya. Bukan hanya tidak ada permusuhan antara
orang tua dengan anak, juga tidak ada permusuhan antara perempuan dengan
calon pilihan anaknya. Serta kemampuan calon suami memenuhi kebutuhan
ckonomi, membahagiakan isteri lahir batin. Bila semua persyaratan ini ter-
penuhi, maka ayah berpeluang mengawinkan anak perempuan dengan laki-laki
pilihannya meskipun tidak meminta persetujuan anak perempuannya tersebut.
Akan tetapi jika sebaliknya, maka ayah kehilangan hak ijbarnya terhadap anak
perempuannya tersebut.

2. Persetujuan Perempuan Persfektif UU No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Di Indonesia ada aturan khusus yang mengatur tentang perkawinan
yakni UU NO.1 tahun 1974. Menurut undang-undang perkawinan ini, wali
merupakan syarat dalam perkawinan, tetapi dalam kaitannnya dengan hak éjbar,
undang-undang ini lebih berdasarkan atas perserujuan kedua belah pihak (calon
mempelai). Hal ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1 UU NO.1 Tahun 1974
tentang perkawinan. Dalam pasal tersebut dinyatakan perkawinan didasarkan
atas persetujuan kedua calon mempelai.

UU NO.1 tahun 1974 tentang perkawinan ini, tidak membedakan antara
laki-laki dan perempuan. Jika menyangkut perkawinan persetujuan keduanya
baik laki-laki atau pun perempuan mudak diperlukan. Perkawinan dapat dibatal-
kan bila dilaksanakan tanpa persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh
karena itu kemungkinan terjadinya perkawinan tanpa persetujuan perempuan
sangat tidak dimungkinkan.

Penetapan adanya persetujuan dari perempuan agaknya berdasarkan
saddu al-zara’i?® Menutup berbagai kemungkinan negatif yang bisa muncul
dari perkawinan yang tidak disetujui perempuan atau yang tidak diketahui
perempuan. Di samping itu adanya persetujuan dari pihak perempuan juga
dapat menjaga kelanggengan hubungan antara ayah dan anak perempuannya.
Tidak semua perempuan yang dapat menerima perjodohan dari orang tuany=.
Bagi perempuan yang menerima segala keputusan orang tuanya, maka konflik
antara orang tua menyangkut perkawinan dapat dihindarkan. Akan tetapi
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bila perempuan menolak keputusan ayahnya untuk dijodohkan karena tidak
meminta persetujuannya, maka terbuka peluang permusuhan antara orang
tua dengan anaknya tersebut. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan
mensyaratkan persctujuan perempuan dalam perkawinan. Ini sejalan dengan
kasus™ yang pernah terjadi pada masa rasul saw. Suatu ketika serorang perem-
puan datang kepada Nabi mengadukan perihal ayahnya yang mengawinkan
dirinya dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan ayahnya tidak meminta
persetujuannya terlebih dahulu. Perempuan itu oleh Nabi diberi kebebasan
untuk menolak perkawinan yang dilangsungkan ayahnya tersebut.

3. Persetujuan Perempuan Mengikis Walayah Ijbar dalam Perkawinan

Perjodohan masih menjadi permasalahan klasik yang terus menyeruak
pada era modern, perempuan—perempuan masa kini menolak perjodohan yang
dilakukan orang tuanya, apalagi tanpa persetujuan dengan alasan zaman. Kisah
Siti Nurbaya diajadikan alasan jika perjodohan hanya identik dengan prediket
kuno dan primitif. Kondisi ini menggambarkan bahwa menanti jodoh yang
datang atau dipilihkan orang tua bagi perempuan adalah biasa. Menerima be-
gitu saja lelaki yang menjadi suaminya, tanpa meminta persetujuannya adalah
lumrah. Terasa anch jika ada perempuan yang menentukan sendiri calon
suaminya. Perempuan seperti itu dianggap masyarakat sebagai perempuan
yang tidak benar dalam norma adat, budaya dan agama. Perempuan ketika itu
adalah yang dipilih untuk dinikahi bukan memilih.

Namun sekarang, realita zaman mulai berubah. Persetujuan perempuan
untuk dinikahi atau dinikahkan adalah mutlak. Bahkan biasa saja perempuan
yang mencari sendiri calon pasangannya. Masyarakat mulai mentoleransi dan
menerimanya, bahwa wajar bila perempuan juga aktif mencari, menentukan
jodohnya sendiri. Laki laki dan perempuan memiliki hak yang sama menentu-
kan sendiri pasangannya sesuai dengan kriteria yang mereka idamkan. Peran
orang tua dalam hal ini hanya memberikan restu.

Hal ini menggambarkan peran wali dalam perkawinan mengalami perge-
seran karena ragam kondisi sosial yang mempengaruhinya. Perempuan juga
karena semakin mudah memperoleh pendidikan bahkan berperan di wilayah
publik. Hal ini tentu sangat mempengaruhinya dalam menentukan calon pa-
sangannya. Menyuarakan keinginannya secara terbuka tentang laki-laki yang
bermaksud menikahinya. Perempuan tidak lagi malu-malu menyatakan laki-
laki yang diinginkannya menjadi pasangan. Perempuan memiliki keterbukaan
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sikap, pemikiran dan pilihan tentang lelaki, jodoh dan pernikahan dengan satu
harapan juga tujuan yakni kebahagian dan kelanggengan dalam perkawinan.

Mencermati realita ini, maka ayah seoalah kehilangan hak ijbernya terha-
dap anak perempuannya. Karena hak ijbar dipahami sebagai hak yang dimiliki
ayah untuk mengawinkan tanpa perlu terlebih dahulu memintai persetujuan
anak perempuannya. Ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya
secara diam-diam. Namun sekarang adalah kemestian memintai pendapat
perempuan tentang calon suaminya. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada ke-
senjangan yang muncul di antara dua belah pihak laki-laki dan perempuan
dalam mengharungi bahtera rumah tangga.

Hemat penulis, walayah ijbar dalam konsep fikih tidak dimaksudkan
membatasi perempuan dalam berpendapat, apalagi membatasinya dalam
perkawinan. Hal ini semata-mata ditetapkan syarak demi kebaikan perempuan
juga. Karena kasih sayang ayah yang tak mungkin menzalimi anaknya.

Meskipun perempuan tidak dimintai persetujuannya dalam perkawinan
oleh ayahnya. Namun disyaratkan bahwa terjalin hubungan yang harmonis
antara ayah dan anak, calon yang dipilihkan orang ta adalah yang sepadan
dengan anaknya, dan diduga kuat dapat membahagiakan sang perempuan. Atas
dasar inilah maka ayah dapat tidak meminta persetujuan anak perempuannya
tersebut jika sang ayah bermaksud menikahkanya dengan laki-laki pilihannya.
Syarat lainnya adalah usia yang masih kecil atau belum baligh. Orang yang
usianya masih kecil, dalam pandangan syarak belum dipandang cakap hukum.
Karena itu ayah dapat mengambil alih untuk memilih yang terbaik bagi anak
perempuannya terutama menyangkut perkawinan. _ :

Di Indonesia berdasarkan UU NO.1 tahun 1974 tidak dimungkinkan
terjadinya perkawinan pada usia yang masih kecil. Pasal 7 ayat 1 menjelaskan
perkawinan hannya diizinkan bila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak
wanita sudah mencapai 16 tahun. Pada umumnya perempuan pada usia 16
tahun sudah baligh.? Pada ayat berikutnya pasal 7 ayat 2 menjelaskan dalam
hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada
pengadilan. Jika dikaitkan dengan perkawinan, persetujuan perempuan adalah
kemestian baik perkawinan itu terjadi saat perempuan tersebut masih kecil,

sudah baligh, sudah 16 tahun atau lebih 16 tahun.
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KESIMPULAN

Dalam konsep perkawinan Islam, persetujuan perempuan dalam
perkawinan bersifat anjuran. Bila ayah bermaksud mengawinkan anak perem-
puannya, ayah boleh tidak meminta persetujuan anak perempuannya untuk
dikawinkan. Dengan syarat antara keduanya (ayah dan anak perempuan)
terjalin hubungan yang harmonis, calon yang disandingkan sepadan dengan
perempuan, tidak ada permusuhan antara perempuan dengan calon pilihan-
nya, serta laki laki tersebut mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami
terhadap isterinya lahir batin.

Dalam aturan perkawinan di Indonesia, berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU
NO.1 tahun 1974 persetujuan perempuan mudak diperlukan. Perkawinan
dapat dibatalkan bila perempuan tidak memberikan persetujuannya.
Keterlibatan perempuan untuk menyatakan kesetujuannya dalam perkawinan
merupakan prioritas dan persyaratan perkawinan.

Realitas sosial masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan. Para
orang tua tidak lagi mencarikan jodoh untuk anaknya. Juga tidak mengawin-
kannya tanpa persetujuan perempuan. Tetapi cenderung menyerahkan pilihan
pasangan hidup itu pada putra putrinya, dengan asumsi bahwa mereka lebih
tahu apa yang terbaik bagi diri dan kehidupan mereka kelak. Orang tua dalam
hal ini hanya memberikan restu.
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